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Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat
minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen, demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari
(KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legidlatif dan yudikatif tertinggi di nagari.
Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang tidak berubah dari
dulu sampai sekarang, yakni peran untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Skripsi ini membahas
mengenai peranan KAN dalam menyel esaikan sengketa tanah pusako tinggi di nagari Sintuak , kecamatan
Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan kacamata pluralisme hukum. Dari
pembahasan skripsi ini dapat dilihat bahwa KAN merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa
aternatif yang dapat dipilih masyarakat nagari untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi.
Masyarakat nagari akan memilih apakah KAN merupakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan
kebutuhan da kondisi mereka hal mana yang dikenal dengan istilah forum shopping. Karapatan Adat Nagari
dalam menyel esaikan sengketa berperan sebagai mediator sosial (social network mediator) yang
mengusahakan perdamaian antara keduabelah pihak tapi terkadang juga dapat berperan layaknya arbitor
yang memutus sengketa para pihak dan kedudukan hukum objek sengketa menurut hukum adat yang ada.
Walau bagaimanapun, nagari saat ini tidak lagi menjadi "negaramini” yang mempunyai otonomi penuh,ia
menjadi suatu lapangan sosial semi otonom (Semi Autonomous Social Field) yang dapat membuat aturan
sendiri tapi sangat rentan dengan pengaruh luar. Begitu pula halnya dengan Karapatan Adat Nagari yang
dapat membuat keputusan atas sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di masyarakat, namun keputusan
tersebut tidak mengikat dan sangat rentan untuk tidak ditaati jika salah satu pihak membawa perkaraini ke
Pengadilan Negeri.

...... Since joining with the Republic of Indonesia, the indigenous people of Minangkabau is not a full
independent entity anymore, and so is Karapatan Adat Nagari (KAN). Karapatan Adat Nagari is no longer
holding the executive,legislative and judicative power at once. Despite all the reduction of role which KAN
has been experienced, there is one role which has not changed until now. It is the role to resolute land
(pusako tinggi) dispute among nagari society. This undergraduate thesis analyzes the role of KAN in land
(pusako tinggi)dispute resolution in Nagari Sintuak, Sintoga District Padang Pariaman Region.

This undergraduate thesis uses juridical-empirical research method with the perspective of legal pluralism.
Based on the analysis, KAN is one of alternative forum for dispute resolution of pusako tinggi which can be
chosen by society in nagari. The society will choose whether KAN is the right forum suitable with their
needs and condition, which activity known as forum shopping. Karapatan Adat Nagari in land dispute
resolution takes role as social network mediator who aims for the peaceful agreement between parties.
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However, sometimes KAN also can take role as an arbiter who decide the verdict for parties and decide the
status of object of dispute according to adat law.

Nagari today isno longer &' mini country" which has full autonomy; it has become a semi-autonomous s
socia field which is able to generate its own regulation but very vulnerable to externa influence. The same
thing for Karapatan Adat Nagari, which can make the decision for land (pusako tinggi) dispute resolution
but the decision is not legally binding and very vulnerable of the negligence if one of the parties decides to
take the case to the court.



